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SURAT TUGAS PELAKSANAAN PENELITIAN
NOMOR: ST/% A Nil/2012/LPPM

Yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : Dr. M. IRHAS EFFENDI, SE. M.Si

Jabatan : Ketua Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat UPN
"Weteran” Yogyakarta, bertindak untuk dan atas nama Lembaga
Penelitian Universitas Pembangunan Nasional "Veteran” Yogyakarta.

Alamat - JI. SWK 104 (Lingkar Utara) Condongcatur Yogyakarta 55283.

Berdasarkan Surat Perjanjian Pelaksanaan Penugasan antara Kuasa Pengguna Anggaran
Ditlitabmas Ditjen Dikti Kemendikbud Rl dengan Ketua LPPM UPN “Veteran” Yogyakarta
Nomor : 080/SP2H/PL/Dit.Litabmas/I111/2012, tanggal 7 Maret 2012 tentang Hibah Kompetitif
Penelitian Strategis Tahun Anggaran 2012, maka bersama ini Ketua LPPM UPN “Veteran”
Yogyakarta memberikan tugas kepada :

No Nama ; Jabatan Tim
1 | Dr. Puiji Lestari, S.IP., M.Si. Ketua

2 | Agung Prabowo, M.Si Anggota

3 | Drs. Arif Prabowo, M.Si. Anggota

Untuk melaksanakan Penelitian Hibah Strategis Nasional pada Tahun Anggaran 2012
dengan judul : “MANAJEMEN KOMUNIKASI BENCANA SAAT TANGGAP DARURAT
GUNA MEMPERCEPAT PROSES REHABILITASI DAN REKONSTRUKSI (STUDI PADA
BENCANA MERAPI DI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA DAN SINABUNG DI KARO,
SUMATERA UTARA)”.

Ketentuan Penugasan:

1. Dukungan dana pelaksanaan penelitian tersebut di atas sebesar Rp. 75.000.000,00
( Tujuh Puluh Lima Juta Rupiah). Jumlah dana sudah termasuk seluruh beban pajak
yang berlaku (PPN, PPh 23, PPh 21) sebagaimana rincian terlampir.

2. Dana penelitian disalurkan dalam 2 (dua) tahap pembayaran sesuai ketertuan dan akan
diperhitungkan/dipotong langsung pada saat penyaluran yakni:

a. Tahap pertama sebesar 70% dari jumlah dana yang disetujui diserahkan setelah
penandatanganan Surat Penugasan ini sebesar Rp. 52.500.000,00 ( Lima puluh dua
juta lima ratus ribu rupiah )

b. Pada tanggal 1 Agustus 2012 Peneliti wajib menyampaikan Laporan Kemajuan
Pelaksanaan Hibah Penelitian, Laporan Penggunaan Keuangan 70%, Berita Acara
Serah Terima Laporan Kemajuan Pelaksanaan Hibah Penelitian dan Berita Acara
Serah Terima Laporan Penggunaan Keuangan 70%.

c. Peneliti diwajibkan menyerahkan bukti-bukti pengeluaran dana penelitian kepada
LPPM UPN “Veteran” Yogyakarta sesuai dengan jumlah dana yang telah disalurkan.

d. Pembayaran tahap kedua sebesar 30% atau Rp. 22.500.000,00 (Dua puluh dua juta
lima ratus ribu rupiah) akan diproses oleh LPPM UPN “Veteran” Yogyakarta setelah
peneliti mengirimkan Surat Pernyataan Laporan Kemajuan Pelaksanaan Hibah
Penelitian dan Salinan Laporan Penggunaan Keuangan 70% yang telah
dilaksanakan, serta salinan Berita Acara Serah Terima Laporan Kemajuan
Pelaksanaan dan Salinan Berita Acara Serah Terima Laporan Penggunaan
Keuangan 70% .



e.

f.
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Peneliti diwajibkan membuat laporan keuangan secara berkala disertai bukti otentik
setiap rupiah pengeluaran. Laporan keuangan harus bersifat accountable.

Dalam hal peneliti tidak dapat memenuhi syarat-syarat sebagaimana diatur dalam
Surat Tugas Pelaksanaan Hibah Penelitian, maka peneliti wajib mengembalikan dana
penelitian yang telah diterimanya kepada Ditlitabmas Ditjen Dikti Kemendikbud melalui
Ketua LPPM UPN “Veteran® Yogyakarta yang selanjutnya disetorkan ke Kas Negara.

. Peneliti diwajibkan menyerahkan laporan hasil penelitian dalam bentuk:

Laporan Akhir Hasil Penelitian sebanyak 5 (lima) eksemplar yang dijilid “hard cover”
dan soft copy dalam file PDF.

Penyerahan Laporan Akhir Hasil Penelitian selambat-lambatnya tanggal 1 November
2012.

. Laporan Hasil Penelitian tersebut di atas harus memenuhi ketentuan dalam pedoman

Penelitian Edisi VIII.

. Peneliti tidak diperkenankan menyerahkan sebagian atau seluruh Hasil Penelitian

tersebut kepada PIHAK LAIN tanpa persetujuan tertulis dari Ketua LPPM UPN
“Veteran” Yogyakarta.

Peneliti diwajibkan menghasilkan luaran penelitian dalam bentuk tulisan ilmiah di jurnal
internasional/nasional terakreditasi serta buku ajar atau TTG maupun Model
Pemberdayaan Masyarakat.

. Hak kekayaan intelektual yang dihasilkan dari pelaksanaan penelitian tersebut di atas,

diatur dan dikelola sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku.
Hasil penelitian berupa peralatan dari kegiatan penelitian ini adalah milik negara yang
dapat dihibahkan kepada lembaga lain melalui Surat Keterangan Hibah. Proses
pengurusan penerbitan Surat Keterangan Hibah akan dilaksanakan oleh LPPM UPN
“Veteran® Yogyakarta kepada pihak terkait.

Pelaksanaan dan hasil penelitian secara berkala akan dimonitor dan dievaluasi.
Monitoring dan Evaluasi akan dilaksanakan dengan cara membandingkan laporan
pelaksanaan kegiatan dengan skedul penelitian yang terdapat di proposal penelitian,
dan jika diperlukan Monitoring dan Evaluasi dilakukan di lapangan. Skedul pelaksanaan
monitoring dan evaluasi adalah :

a. Monitoring dan Evaluasi pertama bulan Juni 2012

b. Monitoring dan Evaluasi kedua awal bulan Agustus 2012

c. Monitoring dan Evaluasi ketiga awal bulan Oktober 2012, dalam bentuk
pemaparan hasil penelitian.

5. Jangka waktu pelaksanaan penelitian berakhir pada tanggal 01 November 2012.

6. Apabila Ketua Peneliti tidak dapat menyelesaikan pelaksanaan penelitian, maka Ketua
LPPM UPN “Veteran” Yogyakarta akan menunjuk pengganti Ketua Peneliti sesuai
dengan bidang ilmu yang diteliti dari salah satu anggota tim.

7. Apabila batas waktu penelitian habis, namun peneliti belum menyerahkan hasil
pekerjaan seluruhnya kepada Ditlitabmas Ditjen Dikti Kemendikbud maka kepada
peneliti akan dikenakan denda sebesar 1%o (satu permil) setiap hari keterlambatan
sampai setinggi-tingginya 5% dari nilai Surat Tugas Pelaksanaan Hibah Penelitian
terhitung dari tanggal jatuh tempo yang telah ditetapkan sampai dengan berakhirnya
pembayaran dana penelitian oleh Bagian Keuangan Ditlitabmas Ditien Dikti
Kemendikbud melalui Kopertis Wilayah V DIY.

8. Bagi peneliti yang tidak mengirimkan laporan penelitian dalam akhir tahun anggaran
yang sedang berjalan dan waktu proses pencairan biayanya telah berakhir, maka sisa




biaya yang bersangkutan, yang belum sempat dicairkan dinyatakan hangus dan kembali
ke Kas Negara.

9. Apabila dikemudian hari terbukti bahwa judul-judul penelitian dijumpai adanya indikasi
tidak bersifat original, pernah dibiayai oleh lembaga/sumber dana lain, dan atau
diperoleh indikasi ketidakjujuran serta iktikad kurang baik, maka penelitian tersebut
dinyatakan batal dan peneliti wajib mengembalikan dana penelitian yang telah
diterimanya kepada Ditlitabmas Ditjen Dikti Kemendikbud melalui Ketua LPPM UPN
“Veteran” Yogyakarta yang selanjutnya disetorkan ke Kas Negara.

Yogyakarta, 21 Maret 2012

Penerima Tugas Pemberi Tugas

Dr. Puji Lestari, S.IP., M.Si. . M. 2
Ketua Tim Peneliti Ketua LPPM UPN\Veteran™ Yogyakarta

Tembusan Yth. :

1. Rektor (sebagai laporan)

2. Para Pembantu Rektor

3. Para Dekan

4. Para Kajur

di lingkungan UPN “Veteran” Yogyakarta.




PEMERINTAH KABUPATEN KARO
BADAN KESATUAN BANGSA, POLITIK
DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT

JIn. Letjend Djamin Ginting's No. 17 — Telp. (0628) 21819
KABANJAHE-22113

REKOMENDASI
Nomor : 639/3"55‘? /20,2

Sehubungan dengan Surat Rekomendasi Kepala Badan Kesbangpol dan Linmas Provinsi
Sumatera Utara Nomor : 070-781/BKB.P-PM Tanggal 04 Mei 2012, Perihal Permohonan Izin

Survey/Penelitian/KKN :

- Nama : Dr. Puji Lestari, S.IP, M.Si

- Alamat : JI. SWK 104 Condongcatur Yogyakarta

- Pekerjaan : Peneliti

- NIM : 27006950004 1

- Judul Penelitian :“Manajemen Komunikasi Bencana Saat Tanggap Darurat Guna
Mempercepat Proses Rehabilitasi dan Rekonstruksi (Studi pada
Bencana Sinabung di Karo, Sumatera Utara)”

- Daerah Penelitian : Daerah Kabupaten Karo

- Lamanya : 3 (Tiga) Bulan

- Pengikut/Peserta : Agung Prabowo, Drs. Arif Wibawa, M.Si

- Penanggung Jawab : Ketua Lembaga Litbang Universitas Pembangunan Nasional

Veteran Yogyakarta.

Untuk ini kami beritahukan bahwa pihak kami tidak menaruh keberatan atas Permohonan Izin
Survey/Penelitian/KKN tersebut dengan ketentuan sebagai berikut:
a. Yang bersangkutan didalam melaksanakan Survey/Penelitian/KKN dimaksud wajib

memenuhi ketentuan/peraturan yang berlaku dan menjaga ketertiban umum ditempat
Penelitian.

. Tidak dibenarkan melakukan Survey/Penelitian/KKN yang tidak sesuai dan tidak ada

kaitannya dengan judul penelitian dimaksud.

. Harus mentaati ketentuan Perundang-undangan yang berlaku serta mengindahkan adat

istiadat setempat.

. Apabila masa berlaku surat pemberitahuan ini sudah berakhir, sedangkan pelaksanaan

Survey/Penelitian/KKN belum selesai, perpanjangan Survey/Penelitian/KKN harus
diajukan kepada Bupati Karo Cq Badan Kesbang, Pol dan Linmas Kabupaten Karo.
Setelah selesai penelitian ini yang bersangkutan wajib menyarpaikan hasil penelitian

secara tertulis kepada Bupati Karo Cq Badan Kesbang, Pol dan Linmas Kabupaten Karo.

Apabila dalam melaksanakan Kegiatan Survey/Penelitian/KKN tersebut yang bersangkutan tidak
memenuhi ketentuan sebagaimana yang dimaksud pada poin 1 (satu) diatas, maka Permohonan
Survey/Penelitian/KKN ini segera dibatalkan dan kepada yang bersangkutan dapat dikenakan
sanksi sesuai dengan ketentuan Hukum dan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.
Demikian untuk dimaklumi dan digunakan untuk seperlunya.

Tembusan:

Kepala BAPPEDA Kab. Karo di Kabanjahe.
Camat Payung di Payung

Camat Tiganderket di Tiganderket

Kabanjahe, April 2012
An. KEPALA BADAN KESATUAN BANGSA,
POLITIKDAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT

SAL 0 SURBAKTI, SE

Mb‘ Pembina
= 719660420 198602 1 001



Vit RINTAH KABUPATEN KARU

DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN PDE
JALAN LETJEN DJAMIN GINTING NO. 17 KABANJAHE 22113

PERNYATAAN PERSETUJUAN KERJASAMA
MENINDAKLANJUTI REKOMENDASI HASIL PENELITIAN STRANAS 2012

1. Berkaitan dengan rekomendasi dari Ketua LPP Universitas Pembangunan
Nasional ”Veteran” Yogyakarta atas penelitian Sdr. Dr. Puji Lestari,SIP,M.Si,dkk.
tentang Manajemen Komunikasi Bencana saat Tanggap Darurat guna mempercepat
Proses Rehabilitasi dan Rekonstruksi (Studi pada Bencana Gunung Sinabung di
Karo), bahwa;

a. Di kabupaten Karo merupakan salah satu daerah di Indonesia yang rawan
bencana: Gunung berapi Sinabung (meletus th 2010), di samping Gunung berapi
Sibayak, tanah longsor, bencana pertanian, serta bencana sosial lainnya.

b. Pada saat bencana meletusnya Gunung Sinabung 2010, manajémen komunikasi
bencana saat tanggap darurat belum terkoordinasi dengan baik, antara lain
penyebabnya adalah; belum ada SOP (Standar Operasional Prosedur) yang
dijadikan pedoman pelaksanaan penanganan tanggap darurat, belum ada media
interaktif (internet) yang khusus menginformasikan tentang bencana, belum
terbentuk Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD).

c. Berkaitan dengan temuan di atas, perlu ada tindak lanjut penelitian tahun ke-2,
guna pembuatan SOP manajemen komunikasi bencana atau rencana kontingensi,
dan pembuatan web khusus mitigasi bencana sebagai wadah komunikasi antara
Pemerintah Daerah dengan warga masyarakat, guna memperlancar komunikasi
untuk mengantisipasi bila terjadi bencana sewaktu-waktu.

2. Sejalan dengan rekomendasi tersebut, Dinas Komunikasi, Informatika dan PDE
Kab.Karo menyatakan bersedia sebagai Mitra Penelitian untuk bekerja sama
meninjaklanjuti rencana penelitian tahap ke-2, dengan output pembuatan SOP
manajemen komunikasi bencana atau rencana kontijensi, dan pembuatan web khusus
mitigasi bencana di Kabupaten Karo Propinsi Sumatera Utara.

3. Demikian surat pernyataan kesanggupan kami sebagai mitra penelitian untuk
dipergunakan sebagaimana mestinya.
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SURAT PENUGASAN PENELITIAN
NOMOR: SPP/ (,84/ IV /2013/LPPM

Yang bertandatangan di bawah ini:

Nanga : Dr. Ir. Bambang Kuncoro P., MT

Jabatan : PLT Ketua Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat UPN
“Veteran” Yogyakarta, bertindak untuk dan atas nama Lembaga Penelitian dan
Pengabdian kepada Masyarakat UPN “Veteran” Yogyakarta.

Alamat : JI. SWK 104 (Lingkar Utara) Condongcatur Yogyakarta-55283

Berdasarkan Surat Keputusan Rektor Nomor : SKEP/51/11/2013, tanggal 28 Maret 2013
tentang Bantuan Dana Hibah Penelitian Dasar, Terapan, dan Kelembagaan di
Lingkungan UPN “Veteran” Yogyakarta Tahun Anggaran 2013. maka bersama ini ketua
LPPM memberikan tugas kepada:

No. Nama Jabatan Tim
1 Dr. Puji Lestari, S.IP.,M.Si Ketua

2 Sigit Tri Pambudi, M.Si Anggota

3

Untuk melaksanakan Penelitian Terapan pada Tahun Anggaran 2012/2013 dengan
Judul

"Model Pemberdayaan Radio Komunikasi Sebagai Media Komunikasi Béncana
(Studi Pada Jaringan Radio Komunitas Yogyakarta (JRKY".

Ketentuan Penugasan:

1. Dukungan dana pelaksanaan penelitian tersebut diatas sebesar Rp. 12.500.000,- (Dua
belas juta lima ratus ribu rupiah), dipotong pajak PPh 5%, sehingga menjadi sebesar Rp.
11.875.000,- (Sebelas juta delapan ratus tujuh puluh lima ribu rupiah)

2. Dana penelitian disalurkan dalam 2 (dua) tahap pembayaran sesuai ketentuan dan akan
diperhitungkan /dipotong langsung pada saat penyaluran yakni.:

a. Tahap pertama sebesar 70% dari jumlah dana yang disetujui diserahkan setelah
penandatanganan Surat Tugas ini yaitu sebesar Rp. 8.312.500,- (Delapan juta tiga ratus
duabelas ribu lima ratus rupiah)

b. Tahap kedua sebesar 30% dari jumlah dana yang disetujui diserahkan setelah
menyerahkan laporan akhir hasil penelitian sebesar Rp. 3.562.500,- (Tiga juta lima ratus
enam puluh dua ribu lima ratus rupiah)
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c. Peneliti diwajibkan menyerahkan bukti-bukti pengeluaran dana penelitian kepada LPPM
UPN "Veteran” Yogyakarta sesuai dengan jumlah dana yang telah disalurkan.

d. Peneliti diwajibkan membuat laporan keuangan secara berkala sisertai bukti otentik
setiap rupiah pengeluaran. Laporan keuangan harus bersifat accountable.

e. Dalam hal peneliti tidak dapat memenuhi syarat-syarat sebagaimana diatur dalam Surat
Tugas Pelaksanaan Hibah Penelitian, maka peneliti wajib mengembalikan dana
penelitian yang telah diterimanya kepada Ketua LPPM UPN "Veteran” Yogyakarta yang
selanjutnya disetorkan ke Kas UPN "Veteran” Yogyakarta.

3. a. Peneliti diwajibkan menyerahkan laporan hasil penelitian dalam bentuk:
Laporan Akhir Hasil Penelitian sebanyak 2 (dua) eksemplar yang dijilid “hard cover”
dengan warna sampul dan sistematika laporan sesuai dengan buku panduan penelitian
tahun 2012, dan soft copy dalam bentuk file PDF

b. Penyerahan Laporan Akhir Hasil Penelitian selambat-lambatnya 1 (satu) minggu setelah
presentasi hasil penelitian.

c. Laporan Hasil Penelitian tersebut harus memenuhi ketentuan dalam Pedoman
Penelitian.

c. Peneliti tidak diperkenankan menyerahkan sebagian atau seluruh Hasil Penelitian
tersebut kepada PIHAK LAIN tanpa persetujuan tertulis dari Ketua LPPM UPN
"Veteran” Yogyakarta.

d. Peneliti diwajibkan menghasilkan luaran penelitian dalam bentuk tulisan ilmiah di jurnal
internasional/ nasional terakreditasi serta buku ajar atau TTG maupun Model
Pemberdayaan Masyarakat.

e. Hak kekayaan intelektual yang dihasilkan dari pelaksanaan penelitian tersebut diatas,
diatur dan dikelola sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku.

4. Pelaksanaan dan hasil penelitian secara berkala akan dimonitor dan dievaluasi. Monitoring
dan evaluasi akan dilaksanakan dengan cara membandingkan laporan pelaksanaan kegiatan
dengan jadwal penelitian yang terdapat di proposal penelitian, dan jika diperlukan Monitoring
dan Evaluasi dilakukan di lapangan. Jadwal pelaksanaan monitoring dan evaluasi adalah :

a. Monitoring dan evaluasi pertama bulan Juni 2013

b. Monitoring dan evaluasi kedua bulan Agustus 2013

¢. Monitoring dan evaluasi ketiga bulan Oktober 2013, dalam bentuk pemaparan
hasil penelitian.

5. Jangka waktu pelaksanaan penelitian berakhir pada tanggal 01 Desember 2013

6. Apabila Ketua Peneliti tidak dapat menyelesaikan pelaksanaan penelitian, maka Ketua LPPM
akan menunjuk pengganti Ketua Pelaksana sesuai dengan bidang ilmu yang diteliti dari salah
satu anggota tim.

7. Apabila batas waktu penelitian habis, namun pelaksana penelitian belum menyerahkan hasil
pekerjaan seluruhnya kepada LPPM UPN "Veteran” Yogyakarta, akan kami laporkan ke
Dekan dan Warek | untuk ditindaklanjuti dan proposal tahun berikutnya tidak akan kami
proses.




8. Apabila dikemudian hari terbukti bahwa judul-judul peneélitian dijumpai adanya indikasi tidak
bersifat original, pernah dibiayai oleh lembaga/sumber dana lain, dan atau diperoleh indikasi
ketidakjujuran dan itikat kurang baik, maka penelitian tersebut dinyatakan batal dan peneliti
wajib mengembalikan dana penelitian yang telah diterimanya kepada kepada Ketua LPPM
UPN "Veteran” yang selanjutnya disetorkan ke Kas UPN "Veteran” Yogyakarta.

Penerima Tugas

477;75

Dr. Puii Lestari, S.IP..M.Si Lestarl S.IP..M.Si Df.nl;r'.:B’g“rI‘:l—bang Kuncoro P.. MT

Tembusan Yth.:

1. Rektor (sebagai laporan)

2. Para Pembatu Rektor

1. Para Dekan

2. Para Kajur

Dilingkungan UPN “Veteran” Yogyakarta




PEMERINTAH KABUPATEN KARO
DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN PDE

JALAN LETJEN DJAMIN GINTING No. 17 LT.III Telp. (0628) 324456
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Kabanjahe 22113

LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN

Sejalan dengan hebijahan pemerintah tentang manajemen bencana yang menjadi salah satu
dari sembilan prioritas pembangunan nasional pada tahun 2010-2014, diarahkan untuk membangun
masyarakat Indonesia yang tangguh dalam menghadapi bencana, maka kami mendukung dan siap
melakukan kerjasama sebagai mitra penelition dengan Lembaga Penelitian dan Pengabdian
Masyarakat UPN Veteran Yogyakarta untuk melakukan penelitian yang berjudul:

Model Komunikasi Bencana Berbasis Masyarakat untuk Mitigasi
Bencana Gunung $inabung Kabupaten Karo $Sumatera Utara

Dengan Ketua Tim Peneliti :
Dr. Puji Lestari, $1P,M.$i

Kami menyatakan bersedia dan bertanggung jawab sebagal Mitra Peneclitian guna

mendukung kelancaran pelaksanaan Program Penelitian Strategis Nasional yang akan dilakukan di
Kabupaten Karo Sumatera Utara. Demikian surat pernyataan kesanggupan kami sebagai mitra
penelitian untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.
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UNIVERSITAS PEMBANGUNAN NASIONAL “VETERAN” YOGYAKARTA

LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

YAYASAN KESEJAHTERAAN PENDIDIKAN DAN PERUMAHAN

JI. SWK 104 (Lingkar Utara) Condongcatur, Yogyakarta 55283
Telp. (0274) 486733, Fax. 486400, 486188 Email dIppm@upnvyk.ac.id

‘ang bertandatangan di bawah ini:

SURAT TUGAS PELAKSANAAN PENELITIAN
NOMOR: ST I/% 1V 12014 1 LPPM

Nama : Prof. Dr. Ir. Sari Bahagiarti K, M.Sc.
Jabatan - Rektor UPN "Veteran” Yogyakarta, bertindak untuk dan atas nama

Universitas Pembangunan Nasional "Veteran® Yogyakarta.

Alamat : JI. SWK 104 (Lingkar Utara) Condongcatur Yogyakarta 55283.

Berdasarkan Surat Perjanjian Pelaksanaan Penelitian antara Koordinator Kopertis Wilayah
V DIY dengan Rektor UPN “Veteran” Yogyakarta Nomor : *1308/K.5/KM/2014, 6 Mei 2014
maka bersama ini Rektor UPN “Veteran” Yogyakarta memberikan tugas kepada :

No Nama : Jabatan Tim
1 | Dr. Puji Lestari, M.Si Ketua

2 | Dr.Ir. Eko Teguh Paripumo, M.T. Anggota

3 | Esti Julistanti Br.Ginting, S.Kom Anggota

4

Untuk melaksanakan Penelitian Strategis Nasional Tahun Anggaran 2014 dengan judul :

“Modei Komunikasi Bencana Berbasis Masyarakat Untuk Mitigasi Bencana Gunung

Sinabung Kabupaten Karo Sumatera Utara”

Ketentuan Penugasan:

1. Dukungan dana pelaksanaan penelitian tersebut di atas sebesar Rp. 85.000.000,-
(Delapan puluh lima juta rupiah). Jumlah dana belum termasuk seluruh beban pajak
yang beriaku (PPn, PPh 23, PPh 21) sebagaimana rinician terlampir.

2. Dana penelitian disalurkan dalam 2 (dua) tahap pembayaran sesuai ketentuan berlaku
yakni:

=l

b.

Tahap pertama sebesar 70% dari jumlah dana yang disetujui diserahkan setelah
penandatanganan Surat Penugasan ini sebesar Rp. 59.500.000,- (Lima puluh
sembilan juta lima ratus ribu rupiah )

Pembayaran tahap kedua sebesar 30% atau Rp. 25.500.000,- (Dua puluh lima juta
lima ratus ribu rupiah ) akan diproses oleh LPPM UPN “Veteran® Yogyakarta setelah
penelii mengirimkan Surat Pemyataan Laporan Kemajuan Pelaksanaan Hibah
Penelitan dan Salinan Laporan Penggunaan Keuangan 70% yang telah
dilaksanakan, serta salinan Berita Acara Serah Terima Laporan Kemajuan
Pelaksanaan dan Salinan Berita Acara Serah Terima Laporan Penggunaan
Keuangan 70% .
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c. Paiing iambat tanggal 27 Juni 2014 Peneiiti wajib menyampaikan Laporan Kemajuan

Pelaksanaan Hibah Penelitian, Laporan Penggunaan Keuangan 70%, Berita Acara
Serah Terima Laporan Kemajuan Pelaksanaan Hibah Penelitian dan Berita Acara
Serah Terima Laporan Penggunaan Keuangan 70%.

SUGiiy

d. Peneliti diwajibkan menyerahkan bukii-bukti pengeluaran dana peneliian kepada

LPPM UPN “Veteran” Yogyakarta sesuai dengan jumiah dana yang telah disalurkan.

e. Peneliti diwaiibkan membuat laporan keuangan secara berkala disertai bukti otentik

oo

o

setiap rupiah pengeluaran. Laporan keuangan harus bersifat accountable serta harus
mematuhi proporsi anggaran seperti yang tertera dalam panduan penelitian dari
Ditlitabmas.

Peneiiti wajib membayar Kewajiban pajak PPn, PPh 21 dan PPh 23 seperii ketentuan

yang berlaku.

. Peneliti diwaiibkan menyerahkan laporan hasi! penelitian dalam bentuk:
dan soft copy dalam file PDF.
Penyerahan Laporan Akhir Hasil Penelitian selambat-lambatnya tanggal 1 November
2014.

. Laporan Hasil Penelitian tersebut di atas harus memenuhi ketentuan dalam pedoman
Penelitian dan Pengabdian Masyarakat Edisi IX.

. Peneliti tidak diperkenankan menyerahkan sebagian atau seluruh Hasil Penelitian
tersebut kepada PIHAK LAIN tanpa persetujuan tertulis dari Rektor UPN “Veteran”
Yogyakarta.

. Peneiit diwajibkan menghasiikan iuaran penelitian daiam bentuk tulisan iimiah di jurnai

internasional/nasional terakreditasi dan buku ajar serta Paten, TTG maupun Model
Pemberdayaan Masyarakat. Bukti luaran penelitian harus dikumpulkan ke LPPM.

Hak kekayaan intelektual yang dihasitkan darni pelaksanaan penelifian tersebut di atag,
diatur dan dikelola sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan yang beriaku.
Hasil penelitian berupa peralatan dari kegiatan penelitian ini adalah milik negara yang
dapat dihibahkan kepada lembaga lain melalui Surat Keterangan Hibah. Proses
pengurusan penerbitan Surat Keterangan Hibah akan dilaksanakan oleh Rektor UPN
“Veteran” Yogyakarta kepada pihak terkait.

Dalam hal peneliti tidak dapat memenuhi syarat-syarat sebagaimana diatur dalam
Surat Tugas Pelaksanaan Hibah Penelitian, maka peneliti wajib mengembalikan dana
penelitian yang telah diterimanya kepada Ditlitabmas Ditjen Dikti Kemendikbud melalui
Rektor UPN “Veteran” Yogyakarta yang selanjutnya disetorkan ke Kas Negara

Peiaksanaan dan hasii peneiilian secara berkaia akan dimoniior dan dievaiuasi.
Monitoring dan Evaluasi akan dilaksanakan dengan cara membandingkan faporan
pelaksanaan kegiatan dengan skedul penelitian yang terdapat di proposal penelitian,
seta kewajaran laporan keuangan yang dibust. Jika diperiukan Monitoring dan Evaluasi
dilakukan di lapangan. Skedul pelaksanaan monitoring dan evaluasi adalah :

a. Monitoring dan Evaluasi pertama bulan 27 Juni 2014

b. Monitoring dan Evaluasi kedua bulan 18 Agustus 2014

c. Monitoring dan Evaluasi ketiga bulan 20 Oktober 2014, dalam bentuk
pemaparan hasil penelitian.

Jangka waktu pelaksanaan penelitian berakhir pada tanggal 01 November 2014.

Apabila Ketua Peneliti tidak dapat menyelesaikan pelaksanaan penelitian, maka Rektor
UPN “Veteran” Yogyakarta akan menunjuk pengganti Ketua Peneliti sesuai dengan
bidang ilmu yang diteliti dari salah satu anggota tim.

Apabila batas wakiu penelitian habis, namun peneliti belum menyerahkan hasii
pekerjaan seluruhnya kepada Ditlitabmas Ditjen Dikti Kemendikbud maka kepada
peneliti akan dikenakan denda sebesar 1%0 (satu pemmil) setiap hari keterlambatan
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sampai setinggi-tingginya 5% dari nilai Surat Tugas Pelaksanaan Hiban Peneiitian
terhitung dari tanggal jatuh tempo yang telah ditetapkan sampai dengan berakhirnya
pembayaran dana penelitian oleh Bagian Keuangan Ditlitabmas Ditjen Dikti
Kemendikbud melalui Koperiis Wilayah V DIY.

Bagi peneliti yang tidak mengirimkan laporan penelitian dalam akhir tahun anggaran
yang sedang berjalan dan walty proses pencairan biayanya telah berakhir, maka sisa
biaya yang bersangkutan, yang belum sempat dicairkan dinyatakan hangus dan kembali

ke Kas Negara.

— -

Apabiia dikemudian hari peneiiti dapat sangsi dari UPN “Veieran” Yogyakaria dan atau
instansi lain karena terbukti melakukan manalaku penelitian atau melanggar kode etik
dosen, maka peneliti harus menghentikan penelitian dan mengembalikan dana yang
sudzh diterima kepada negara melalui Rektor UPN “Veteran” Yogyakaria

Apabila dikemudian hari terbukti bahwa judul-judul penelitian dijumpai adanya indikasi
tidak bersifat original, pernah dibiavai oleh lembaga/sumber dana lain, dan atau
diperoleh indikasi ketidakjujuran serta iktikad kurang baik, maka penelitian tersebut
dinyatakan batal dan peneliti wajib mengembalikan dana penelitian yang telah
diterimanya kepada Ditlitabmas Ditjen Dikti Kemendikbud melalui Rektor UPN “Veteran”
Yogyakarta yang selanjutnya disetorkan ke Kas Negara.

Yogyakaiia, 20 Mei 2014

Penerima Tugas : Pemberi Tugas
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Dr. Puiji Lesiari, M.Si £roi. Dr. ir. Sari Bahagiarii K., M.Sc

Ketua Tim Peneliti Rektor UPN “Veteran” Yogyakarta

mbusan Yth. :

i
2.
S
4.

Para Pembantu Rektor
Ketua LPPM

Para Dekan

Para Kajur

di lingkungan UPN “Veteran” Yogyakarta.




KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN UNIVERSITAS PEMBANGUNAN
NASIONAL “VETERAN” YOGYAKARTA LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGABDIAN
KEPADA MASYARAKAT JI. SWK 104 (Lingkar Utara) Condongcatur, Yogyakarta 55283

Telp. ((Et) 486733, Fax. (0274) 486188,486400, Email : lazm@uenzk.ac.id

SURAT TUGAS

NOMOR : ST/ 14 /IV / 2014 / LPPM

Dasar : Berdasarkan Surat Pelaksanaan Tugas Penelitian Strategi Nasional Nomor:
012/ HB-LIT/III/2015 Tanggal 25 Maret 2015 dengan judul “Model Komunikasi
Bencana Berbasis Masyarakat untuk Mitigasi Bencana Gunung Sinabung
Kabupaten Karo Sumatera Utara”

DITUGASKAN
Kepada : 1. Dr.Puji Lestari,M.Si Ketua Peneliti
2. Dr.Ir.Eko Teguh Paripurno,MT Anggota
3. Prof.Dr.Ir.Sari Bahagiarti K, M.Sc Anggota
4. Esti Julistanti, S.Kom Anggota
5. Fera Nurficahyanti Asisten Peneliti
NPM. 153120013
6. Berliyan Ramadhaniyanto Asisten Peneliti
NPM. 153120031
7. Betzy Fiona Uli Siahaan Asisten Peneliti
NPM. 153120030
Untuk : Melaksanakan penelitian di Kabupaten Karo Sumatera Utara
Waktu : Pada Bulan April - November 2014

Yogyakarta, 16 April 2014
a.n. Ketua LPPM
UPN “Veteran” Yogyakarta
Sekretari

I;HK. 2.7005.96.0061.1



J %
@f@f@@@

/A CONFEREN

CONFERENCE
PROCEEDING

ISSN: 2188-0999

THE 5™ INTERNATIONAL CONFERENCE ON

SUSTAINABLE FUTURE

FOR HUMAN SECURITY
SUSTAIN 2014

"’ ““““
s




Proceeding of SustaiN 2014
ISSN: 2188-0999
Disaster Preparedness, Management and Recovery

The 5th Sustainable Future for Human Security (SustaiN 2014)

Communication Model for Disaster Risk Reduction
with SMS Gateway and SOP for Early Warning
Communications of Mount Sinabung in Indonesia

Puji Lestari*, EkoTeguh Paripurno®, Elanto Wijoyono®, Isnu Suntoro®, Galih
Kartika Brata®

Faculty of Politic and Social Science, Pembangunan Nasional University "Veteran” Yogyakarta, Jalan Babarsari 2,
Yogyakarta 55281, Indonesia
®Faculty of Mineral Technology, Pembangunan Nasional University "Veteran” Yogyakarta, Jalan SWK 104(Lingkar
Utara) Condongcatur, Yogyakarta 55283, Indonesia
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Abstract

The study aims to develop a disaster communications as an early warning system danger of Mount
Sinabung in Karo Regency, North Sumatra. The research implemented method is descriptive qualitative
research by using focus group discussion (FGD), interviews, trials and application of the model.
Communication models applied for disaster mitigation are in the form of an early warning system using
Information and Communication Technology with SMS gateways, as well as Group Communication Strategy
(Government, community, volunteer) to arrange SOP of Sinabung Disaster Communications Management to
be a useful guideline for Karo local government to prevent unpredicted Mount Sinabung disaster. The results
of the research are understanding between researchers with Karo local government specifically with BPBD’s
Karo in (1) the importance of early warning system using SMS Gateway in the case of Mount Sinabung; (2)
the requirement of hazard map of Mount Sinabung. (3) the necessity of the SMS Gateway to support Mount
Sinabung early warning systems, (4) the establishment of early warning system community based on
government and society under the control of BPBD’s Karo district, and (5) the draft of SOP for early warning
communications of Mount Sinabung. This study recommends the implementation of a disaster
communication model via SMS gateway for government and community-based to mitigate disaster of Mount
Sinabung.

Keywords : Disaster communication management, Gateway SMS device, SOP, Sinabung,

1. Introduction

Mount Sinabung is located in Karo District, North Sumatra Province, Indonesia. This mountain
is not active from "Carbon Dating", an activity known for heat clouds occurred 1200 years ago

* Corresponding auth~ ' =" 815 6874 669; fax: +62-274- 487-147
E-mail address: puj @ ginting@yahoo.co.id,
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(Solihin Agus, 2014). The Volcano erupted on August 27, 2010 and it continued from 2013 to
2014.

SEBARAN ABU LETUSAN Aktivitas Kawah G. Sinabung

Fig. 1 The eruption of Mount Sinabung in 2010 and 2013 (Solihin Agus,2014:3,8).

Based on geochemical measurements from 1 September 2013 until 14 April 2014, the mountain
is still potentially dangerous (observation until April 2014). Intensive monitoring is still underway,
as well as the outreach to community about the threat of Mount Sinabung eruption activity
continues intensively. Mount Sinabung activity status is still ALERT (level I1l), starting from 8
April 2014 at 17:00 pm (ESDM, 16 April 2014).

Peta Kawasan Rawan Bencana G. Sinabung

Fig 2: Map of Sinabung in disaster prone areas (Solihin Agus,2014:28).

Various disaster issues in Indonesia has raised national awareness regarding the importance of
disaster risk reduction. Disasters likely happen, therefore it is best to prepare to manage these
unavoidable events (Hokao,Daungthima,2013). The issue of disaster management is one of the nine
national development priorities in 2010-2014, which aims to build a strong Indonesian community
dealing with disaster. In this regard, studies on disaster communication are indispensable to
establish disaster resilient communities through disaster mitigation. Communication in disaster
period is very important to anticipate destructive effect, therefore, this is a mandatory skill for
responsible agency. Strengthening community management of natural disaster mitigation is
necessary, such as disaster information management, evacuation, an evacuation process, a common
kitchen, managing aid for refugees, and others.

At the time of Mount Sinabung eruption in 2010, the disaster management during the
emergency response communications was not well-coordinated due to the absence of SOP
(Standard Operating Procedure) of Disaster Management Communication used to guide the
implementation of the emergency response, limitation usage of interactive media (internet) which
specifically informs the disaster, and absence of the Regional disaster Management Agency
(BPBD) (Lestari, et al, 2013).
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In connection with the above findings, this study aims to develop a model of disaster
communication through websites and sms gateway for disaster mitigation in BPBD Karo district of
North Sumatra. This research is helpful for people who are threatened by disaster in Karo, Local
Government as well as Karo district of North Sumatra province in achieving national development
priorities with the urgency to establish disaster resilient communities. Stipulated by the Law of the
Republic of Indonesia Number 24 Year 2007 on Disaster Management, the victims of disasters
need to be rescued immediately, starting from pre-disaster, emergency response, reconstruction and
rehabilitation. An effective disaster communication will be able to reduce the risk of disaster. This
was disclosed by Dody Ruswandi, Preparedness Deputy of BNPB, quoted from (Kompas,
Wednesday, 04/06/2014, page 13) whoargues that research in disaster management is actually one
of the fundamental basis of disaster management, as stipulated in Article 3 of Law No. 24 of 2007.
Besides, the reality of the lack of research on the background of the disaster is shared by BNPB
Kemdikbud Kemristek and the implementation of scientific research meeting 2014 which is
expected every year can result in a national blueprint for disaster research.

In order to overcome the problem of lack of research on disasters, Lili Kurniawan, Director of
Disaster Risk Reduction, BNPB, quoted from (Kompas, Wednesday, 04/06/2014, page 13) who
argues that BNPB currently has been working with 12 universities in Indonesia in developing
disaster research with a different focus by reflecting potential disaster area, for example UPN
"Veteran" to discuss volcanoes outside of Yogyakarta. UPN "Veteran" Yogyakarta becomes one of
the universities that believes to conduct a study of volcanoes in Indonesia, because the performance
of Disaster Management Study Center (PSMB) has contributed significantly to the studies about
disaster management, particularly volcano.

2. Literature Review

Disaster communication model has been developed in Yogkarta (such as Jalin Merapi). Jalin
Merapi Media Center Coordinator, Nasir Ahmad (interviewed in 2011) states that the agency
information systems are built to utilize the variety of communication tools, such as: wind chimes
radio walkie-talkies, mobile phones, websites, to social media. Nasir says that the number of
communication tools for those involved in our system are too many. All means of communication
are linked in a managed system. The information system can work because Jalin Merapi has
prepared previously. So, during the emergency response period, all parties work without having to
think again. Moreover, the information system also seeks to serve all stakeholders, including
disaster victims.

Disaster communication is the management of messages production process or information
about disaster, spreading and receiving messages from the stage pre-disaster, disaster and post-
disaster. As noted by Breakwell (Rod, et al, 2012: 4), the principal rationale for risk communication
before, during and after natural hazards is to initiate and direct the protective action. Studies on
disaster communication have been done by several researchers, Puji Lestari, (2007); Badri,
Muhammad (2008); Nugroho (2008); Puji Lestari, Susilastuti, Retno Hendariningrum (2009);
Ramli (2010), Junaedi, Dawn (2011), Noviani Ratna (2012), and Hidayat (2012), Puji Lestari,
Agung Prabowo and Arif Authority (2012),_According to the results of the Sustainable
Management of Earthquake Disaster Communication in the Gantiwarno district, disaster
communication management is the process of planning, organizing, implementing, and evaluating
the government policies related to the earthquakes management in the area in 2006 and it was
found that earthquake disaster management communication in Gantiwarno was not good enough in
which it lacked of planning, organizing, implementation and evaluation. It caused many victims
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who died, had pain, stress, and a lot of victims were neglected. Thus, the conflict among the
community and even with government officials occurred.

Related to disaster management according to Nugroho (2008: 2), efforts to investigate the
disaster-prone areas require cooperation and coordination among various government institutions.
With the absence of coordination (communication), there will be reactive impact instead of solutive
endeavor of disaster mitigation. Badri (2008) examines the communication management in Bantul
earthquake DI. Yogyakarta. Communication plays an important role in disaster management,
especially to synergize government policies and programs, non-governmental agencies involved in
disaster management.

Some of these studies confirm that the disaster communication is an important activity and
should be planned to anticipate the disaster. Things that should be done in an effort of Preparedness
or disaster preparedness and volcano mitigation according to one of the researchers who was the
chairman of Centre for Disaster Studies UPN "Veteran" Yogyakarta)
(http://www.psmbupn.org/consul/kesiapsiagaan-and-mitigation  bencana-mountain-api.html) are:
(1) a disaster resilient community should know the characteristics of the disaster-prone areas threat;
(2) disaster risks are analyzed by performing threat analysis, vulnerability analysis, and analysis
capabilities; (3) a communication network in public radio HT, Hp, internet networks should be
established to access information from both government and the community to update the condition
of the volcano; (4) the existence of regional action plans (RAD) or a contingency plan at the
provincial government level, district to village action plan (RAK) at the community level, which
are the activities in disaster risk reduction (DRR), such as training on disaster, building early
warning means, building communication networks and so on; (5) the existence of any party
cooperation, especially people who are in disaster-prone areas around the volcano; (6) focusing
activities to reduce risk before the volcanic eruption; (7) disaster mitigation efforts made in the
community to reduce vulnerabilities and increase the communities ability to reduce disaster risk,
e.g. disaster training, emergency response training (PPGD) etc.. The theme of this research is a
continuation research by the author since 2006 and has been published by Journal of Science
Communication accredited (Lestari, 2007), namely the earthquake in communication management
in Gantiwarno. Furthermore, the authors also conducted research on conflict management
communication in quake-affected areas (Central Java and Yogyakarta) and has been published in
the Journal of ISKI (Lestari, Susilastuti, and Retno Hendariningrum, 2009).

According to the research results by Lestari, et al (2013), disaster communication of Merapi
2010 used social networking media, such as facebook, twitter, and HT, HP beside the mass media
of television, radio and newspapers as well as magazines. The media is very effective in reducing
disaster risk of Mount Merapi in DI.Yogyakarta. Communication and interpersonal group were also
performed at the time of emergency response, including through the Forum for Disaster Risk
Reduction (FPRB) and many communities were formed at that time. Researchers also examine the
models of disaster management communication with students of UPNV Yogyakarta (Lestari,et all
2013). Disaster communication model is very topdown, less involving elements of mass
communication and Internet media. Its communication command, which directly uses HT and HP
media, is still limited as well (sometimes no signal).

Based on these findings, researchers are interested to contribute ideas to develop a model of
disaster communication in Karo district of North Sumatra. Communication model is assessed using
appropriate technology (TTG) which is a website and SMS gateway Communication SOP disaster.
The model of community-based disaster communication is believed to reduce the risk of Mount
Sinabung catastrophe in the Karo district of North Sumatra.
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3. Research Methods

This study used a qualitative approach and the previous research on the development of
Sinabung disaster communication model in Karo district of North Sumatra, erupted in 2010.
Researchers developed a communication model for a community-based disaster mitigation of
Mount Sinabung. Primary data were collected from interviews with the head of the National
Agency for Disaster Management (BNPB). This research partner was the Head of the Regional
Disaster Management Agency (BPBD) in Tanah Karo in order to obtain information on the relevant
disaster communication model. The data sources given and resource disaster management were
mostly done in SKPDs. They also have potential to manage Karo local government websites. The
development of communication model through websites and sms gateway can be implemented by
the expected human resources in the department,. Subsequently, Focus Group Discussion (FGD)
with the following research subjects were attended by several related stakeholders: (1) Head of
BPBDs, (2) Head of Social Services, (3) Head of Kesbanglinmas, (4) Chief of Medical Officer, (5)
Dept. of Education, (6) District Commanders, (7) BVMBG / Sinabung Postal observation, (8)
police chief, (9) representatives of NGOs, (10) representatives of people from the church and
mosque (11) representative of volunteers, (12) representative of disaster victims (sub-district). The
collected data through focus group discussions resulted in several important statements: (1)
experience was once undertaken by the participants in the following programs of Sinabung disaster
management in 2013, (2) constraints were experienced during the disaster management, (3)
response of the Sinabung disaster management in 2013, (4) the model of communication for
disaster mitigation Sinabung cana Sinabung, (5) SMS Gateway Program and SOP Disaster
communication. The data were analyzed with descriptive-qualitative techniques. First, the data set
was presented in a data display, then those which were not relevant to subject matter were reduced
and categorized. The next stage was making the interpretation and conclusion of the study. The
conclusions were drawn from the obtained results by the communication model overview for
Sinabung disaster mitigation.

4. Results And Discussion
4.1. Building SMS Gateway for Sinabung

SMS Gateway was tested in Sinabung, and a few things were prepared. Building the
information media must be begun by mapping the users who are the target groups, such as media.
In the context of disaster management of Sinabung Volcano eruption, mostly could not be mapped
since there are community groups and government who are interested in the information about the
volcano. It needs to analyze the required information by both groups and the expected role
performed by the groups.

Table 1 Target Group Design and Sinabung Management SMS Information

Source of Information

Sinabung PPGA

PPGA Sinabung

Target Groups (users)

Category Information

Government (District Government
Karo Karo BPBDs)

Information of Sinabung Volcano
status
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Society (Leaders / Community
Leaders in KRB Sinabung, local
community media)
Information and knowledge about
Sinabung Volcano
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Nature of Information Closed / limited Open / public

Frequency Information Emergency Periodic

There are two audiences/key target groups, namely the government and society. Government, as
an SMS recipient, is expected to make the decision-making process policies which are
appropriately and accurately based on SMS early warning information. Meanwhile, the public is
expected to take a decision for the security and safety of themselves, their families, and the
environment based on the SMS information. Both groups get information from PPGA Sinabung as
a media center or SMS gateway administrator for Early Warning of Sinabung eruption. Categories
and the nature of the information for these two groups are different. Government gets detailed and
essential information, which are necessary for regional policy decisions, e.g. to decide the
evacuation orders. Meanwhile, SMS information to community groups focused more on
information about the volcano and it is useful knowledge for disaster education in the family and
community environment. Therefore, information via SMS gateway will not shut the role of
government down to carry out the duties to provide information in an emergency situation decision
directly to the public. SMS information about the status of the mountain (emergency) can be
submitted directly to the public with the local government consent.

The system is built in two parts, namely the technical application (technology) and the program
management. Frankly speaking, the system are constructed through several stages, including:

e Dissemination process of ideas and concepts to the system mantained by stakeholders and
citizens.

e The collection and management of mobile number in the system (input number, categorization
in a user group)

¢ Media Management Center as a source of information (PPGA Sinabung)

e Socialization and training to use the system to the user

e Preparation of SOP in the use and management of information systems

This system has been built by a team of Information Technology COMBINE Resource
Institution (London) with UPN "Veteran" Yogyakarta online at http://sms.combine.or.id/sinabung
address. Operating system and application server SMS enabled in COMBINE are connected to the
Internet with a public IP. Sinabung SMS Gateway Services is published by a number 0823-1315-
9900. The parties in Karo would be trained to use this system after the dissemination of ideas and
concepts carried out in March 2014. The process would be a pilot phase system in using a beta
version which results are used as a reference of refinement system functions as needed in the field.
It is targeted in the end of 2014 that SMS gateway service application to support early warning
systems and disaster prevention of Sinabung Volcano eruption could be fully implemented.

4.2. Standard Operation Procedure (Sop) of Early Warning System For Sinabung Volcano

Standard Operation Procedure (SOP) is a standardized set of written instructions regarding the
administration of the various activities within organization or institution (government) about how,
when, where and by whom it is performed. SOP is a guideline or a reference to perform job duties
in accordance with the functions and performance assessment tool organization or institution
(government agencies), based on technical indicators administratively and procedurally, which in
accord with working procedures and systems at the concerned unit. The preparation of SOP is
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based on (1) Presidential Instruction No. 7 of 1999 on the Establishment of System and Procedure
Activity, Preparation of Government Performance Accountability. (2) Decree of the Minister of
State for Administrative Reform No. KEP / 25 / M.PAN / 2/2004 on Guidelines for Preparation
General Public Satisfaction Index Services Unit Government Agencies. (3) Regulation of the
Minister of State for Administrative Reform No. PER / 15/ M.PAN / 7/2008 on General Guidelines
Reforms (institutional, management, and human resources).

The function of an early warning system is to convey information in advance about the physical
effects of hazard to people who are affected (Samarajiva, Rohan, 2005). Therefore, early warning
systems are complex and require the interrelated relationship between many disciplines, such as
natural and social sciences, engineering, governance and public services, disaster management
arrangements, the mass media, and community assistance(Paripurno,2008). Thus, the development
and maintenance of warning systems and coordination require a wide array of individuals and
institutions contribution. Without the involvement of all stakeholders, such as authorities and
government agencies in various sectors at all levels, disaster risk community, civil society
organizations (NGOs) or non-governmental organizations or NGOs and private sector, the early
warning system will not be effective. Whether the warning is delivered to the public in the disaster
risk area or not, it depends on the awareness and ability to carry out the roles and responsibilities
of all actors in the chain of communication.

4.2.1  The Role Of The Parties In An Early Warning Volcanoes Sinabung

The Role of Sinabung Volcano Early Warning Communication chain allows the news
dissemination on the early warning hazards of volcanic eruptions and lava as well as landing timely
and effectively. News and direction are issued by the competent authorities and the use of
communication channels is agreed upon, so that people who are at the dangers of volcanic
eruptions and lava can leave and save themselves from the area before the danger comes. The chain
of communication at each volcano is connected by Volcanology and Geological Hazard Mitigation
(PVMBG) to the public at vulnerable areas which are prone to volcanic eruptions and lava. The
parties involved in the communication chain of early warning include: the Center for VVolcanology
and Geological Hazard Mitigation (PVMBG), National Disaster Management Agency (BNPB),
Local Government, particularly Prevention Disaster Agency (BPBD) of North Sumatra province
and Karo District, television station (TV) and radio in national and regional level (government and
private), the Indonesian Armed Forces (TNI), the Indonesian National Police (INP), Society for
Disaster Management Organisation (CBO PB) as the Indonesian Red Cross (PMI), radio Inter
Indonesian Population (NEAT), Organization of Inter Radio Population of the Republic of
Indonesia (ORARI), Standby Force disastrous (Satgana), disaster Response Team (Tagana), Search
and Rescue team (SAR), Youth, community disaster risk through the village chief and the village
council (BPD), cellular service provider, and hotel manager/tourist attractions. The institutions that
play a role in the chain of Early warning are obliged to provide confirmation immediately that they
have received the news chain of early warning information sent by PVMBG.

e PVMBG is an institution under the aegis of Geology - Ministry of Mineral Resources and
Energy, the observation and monitoring of Mount Sinabung. PVMBG has a mandate to provide
information about the conditions and determine the status of Mount Sinabung, provide
advice/recommendation to the Government through BNPB, to North Sumatra Provincial
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Government and District Government of Karo and BPBD, for subsequent use in formulating
disaster-response policies and following up for people in disaster prone areas. Sinabung
Volcano Observation Post (PPGS) in the district of Simpang Empat is the representative of
Karo PVMBG.

BPBD and Karo regency government are obliged to coordinate with the Local Government Unit
(on education) to determine the appropriate policy advice/recommendation to PVMBG, and
hereinafter inform the public in Disaster Prone Areas (KRB) of Mount Sinabung through local
government entities in sub-district, village chief and BPD. BNPB and BPBDs of North Sumatra
Province obligation is to support the district policy. When the warning status is in Level 1V, the
Local Government of Karo is the only party in the chain of early warning communication of
volcanic eruption hazards that has authority and responsibility to decide and announce the
evacuation status officially based on the advice/recommendation of PVMBG. Local
Government is responsible for promptly and widely announcing and providing clear direction
and instructive to assist the residents in the KRB to act quickly and appropriately to face the
danger of volcanic eruptions.

TNI-Police is obliged to follow up the status of volcano news and volcano conditions presented
by BPBD. TNI- Police can play a role in efforts to disseminate the news on the volcano early
warning status of volcanic eruptions, especially at the local level. Police Force can support the
community's response to any change in status, including people evacuation. TNI-Police is also
obliged to prepare immediate emergency response, search and rescue activities and emergency
assistance.

e Itis obliged to follow the news on education and the status of volcano early warning news and
lava volcanic eruption delivered by BPBD. Education plays a role in efforts to disseminate the
news on the volcano early warning status of volcanic eruptions, especially at the local level.
Education can support the community's response to any change in status, including people
evacuation. SKPD is also obliged to prepare immediate emergency response, search and rescue
activities and emergency assistance.

e Community leaders, at sub-district, village chief and BPD, are obliged to follow up the news
status of volcano and the early warning news of volcanic eruptions and lava submitted by
BPBDs. Community leaders ensure that the news dissemination and the news on the volcano
early warning status of volcanic eruptions have been delivered to the community. Community
leaders ensure the community's response to any change in status, including the evacuation.
Community leaders are also obliged to immediately prepare the emergency response, search and
rescue activities, and emergency assistance.

e Radio Stations - TV national or regional (government and private) must broadcast the news on
the volcano early warning status of volcanic eruptions and lava, and suggestions submitted by
BPBD. TV and radio stations are parties in the communication chain of early warning of
volcanic eruptions that have a direct and quick access to the public. TV and radio stations are
obliged to immediatly suspend the ongoing broadcast and broadcast the early warning of
volcanic eruptions and lava hazards, as well as suggestions received from BPBD to viewers and
listeners.

Vulnerable people, both inside and outside the disaster-prone areas (KRB), are entitled to
inform about the dangers of volcanic eruptions as well as instructive directives allowing people
who are in danger to act appropriately and quickly. Communities are responsible to save
themselves from the dangers of volcanic eruptions. Individuals and public bodies are required to
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forward the correct information and direction to others. PB organizations participate in the
dissemination of news regarding the status of volcanoes, volcanic eruption early warning news
and lava, as well as suggestions submitted by the social organization and religious society by
facilitating the process happened in the community.

e  Mobile service provider is one part of the chains in the volcanoes news status and early warning
of volcanic eruptions and lava through SMS mode. These service providers are obliged to pass
on the news status of volcanoes and volcanic eruption early warning of BPBDs to the registered
mobile users. Internally, they need to provide higher service for sending SMS from BPBD.
Thus, where it happens the solid currents SMS, SMS from BPBD will take precedence to get to
the user. In addition, they are required to keep the servers for these services remain operational
continuously and well. All these services are free of charge. There are two types of news
formats on hazard warning status volcanic eruption. Short text format is used for dissemination
via short messages (SMS) with a limited number of characters (160 characters). While, long text
format contains more complete information in the form of a letter for dissemination via
facsimile, electronic mail, and web sites. The outline for the text formats length are: (a) the head
of the document which shows the charge of resources, namely PVMB as official warning news
provider; (b) institutions which are concerned as the ones having main mandate for this
information; (c) information content consisting of 5 (five) components, namely the first
component/introduction containing a description of the volcanoes general character, the second
component containing a visual observations and seismicity observations, the third component
containing potential hazards that occur in the form of solids, liquids and gases and lava, the
fourth component which is the conclusion, the fifth component which is the recommendations
for local governments and communities; (d) the person who is in charge of information, in this
case is the head of PVMBG; and (e) a list of stakeholders who need to pay attention on this
information..

4.2.2  Status, Recommendations and Community Work

Status is part of the volcano early warning system followed by a series of actions that
demonstrate the preparedness at the community level.

Table 2: Status, Recommendations and Community Work

Volcano Recommendations Community Activity & BPBDs

Status

Normal Community in KRB | and Il can perform 1 Socialization of mineral resources map KRB
everyday activities. 2 Understanding the character of volcanic hazards

3. Public understanding on the residence location in
Communities in KRB 111, are allowed to hold the KRB
daily activities with the increasing awareness 4 Documenting the residents in vulnerable areas
and obliged to comply the prevailing provision 5. Documenting resource in disaster prone areas
of local government with the appropriate 6 Preparation of standard operating

technical recommendations from geological procedures/standard operating procedures
body, ministry of energy. This step is the 7 Preparation of evacuation routes and lanes marked
preparation for KRB Il society. 8. Training on preparedness
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Emergency  Vigilant Society in KRB 1 is still able to hold
general activities with the increased alertness;

People in KRB I can still perform activities
day-to-day with the increased vigilance to
hazards;

Alert Community Alert in KRB | increases the
vigilance by not doing activity around the
valley rivers that disgorge in the peak area;

People in KRB 1l start to prepare for refuge
while waiting orders from government area
according to technical geological bodies
recommendation, ministry of energy and
mineral resources; Communities in KRB 111
are restricted to have activity around the crater

Caution Society in KRB |, I1, and
111 are immediately evacuated
based on the recommendation of
local government with
appropriate technical recommendations
of the geological body,
ministry of energy and
mineral resources.
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1 Dissemination of information increase in the status
of geological bodies.

2 Updating population data in disaster prone areas

3 Updating vulnerable populations in disaster prone
areas

4 Documenting resource in disaster prone areas
intensified

5. Preparation of equipment and communication
systems

6 Preparation of an evacuation plan

7 Preparation of evacuation transportation

8 Preparation of refuge

9 Preparation of a common kitchen

10 Explanation to the community

11. Group division

1 Dissemination of information increase in the status
of geological bodies.

2 Warning signs are ready to operate

3. Evacuation transportation equipment is ready for
operation

4. Place of refuge is ready for operation

5. Operating public kitchen

6 Security is prepared and activated

7 The procedure remains activated

8. Equipment and communications systems are
activated

9 Determination of emergency response command

1 Dissemination of information increase in the status
of geological bodies.

2 The warning signs sound

3. Oral and written evacuation command from the
commander of the emergency response.

4. Procedure remains activated

5. Evacuation done

6 The evacuation operation

7 Common kitchen is operated

8 Security is operated

9. Crisis center perpetrators of Communication
Volcano Status and Communication Volcano
conditions are operated

Table 3: Agency and information message

Agency Determination and status Information volcano volcanoes
information conditions

Geological Observations PVMBG-

Information volcano conditions

volcano Determination and information Information volcano conditions
status
Regent, BPBDSKPD, TNI, POLRI Coordination volcano status Socialization status of the volcano

BPBD, SKPD, TNI, POLRI, community,  Socialization status of the volcano
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Agency Determination and status Information volcano volcanoes
information conditions
Media, Community Leaders Socialization response to volcanic

Volcano response

Evaluation of the response to
volcanic

5. Conclusion

Disaster communication management is the management of communication or coordination
activities that may reduce the risk of disaster or minimize the vulnerabilities and disaster hazards.
Disaster communication management is the responsibility of central and local government together
with the community, in realizing the maximum protection for people and their assets from possible
disasters. Implementer of disaster communication consists of PVMBG- and geological agency,
Center of Regional Disaster Prevention (BPBD), Regional Working Unit (SKPD), Indonesia
National Army (TNI), Police of Republic of Indonesia (POLRI), civil society organization, media,
society figure, and surely the society itself.

This research generates a recomendation to decision-makers, both central and local government,
disaster experts and the public who are expected to further improve personal communication for the
implementation of disaster management as one priority in the national development and it can be
realized in a variety of regions in Indonesia. SMS Gateway program and disaster communications
SOP can be an alternative volcano communication model.

Communication chain enables early dissemination of information regarding volcano eruption.
This handout will be released by the agency authority through communication tools, so that the
vulnerable society of volcano eruption will have immediate respond to rescue from risky territory
before the crisis comes.

Volcano status is an integral part of early warning system followed by sequence means to equip
civil society preparadness toward disaster response. Normal status (first level category) comprises
of Disaster Prone Area (KRB), understanding of the volcano characteristic, society understanding
on the living area within KRB territory, data gathering in prone area, standard operational
procedure formulation, and preparing route and evacuation sign through simulation. In alert stage
of volcano level, agencies need to conduct the information dissemination of status from geological
agency, society data renewal in KRB territory, intensify preparing communication device and
mechanism, transportation for evacuation, and refuge facilities such as barrack, public kitchen, and
any mechanism. At the second highest status, it needs an increasing intensity of disaster response
activities, so does the communication process when the increasing level of volcano status and any
other threat. The most important communication aspect is the warning system of early warning
sign. At this level, all of the refuge instrumenta will be always ready to be operated and also the
activation of disaster response mechanism by related agency. When disaster reaches the peak stage,
all early warning signs have to be ringed to force the evacuation process of local people. Therefore,
when the condition enters to this stage, every refuge facility has to be ready and activated.
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The optimal usage of SMS Gateway and communication procedure will be significant disaster
response endeavor. Yet, in order to implement the mechanism, it requires active and responsive
participant. Communication helps to reduce the victim and material loss caused by disaster. This
study recommends the implementation of disaster communication model via SMS gateway for government
and community-based to mitigate the disaster of Mount Sinabung.
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